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KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 188.4/ 21 /BPBD/ VIII /2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam
penyelenggaraan informasi publik pemerintahan di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu adanya
Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan
Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;.

Mengingat : 1. 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kata
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang
- Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);



4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten
Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013
Nomor 11);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nunukan;



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 36 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2021 Nomor 36);

3. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/ 20 /BPBD/ VIII /2025
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Publik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Pelasana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 20 Agustus 2025

LAKSANA,

UDIMAN, S. Pt., M. Si
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